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ABSTRAKSI 
Andi Ampa. 2011. Implementasi Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan 
Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel. (Dibimbing oleh Drs. Rusman 
Thoeng,M.Com.,BAP.,Ak. dan Drs. Syarifuddin Rasyid,M.Si). Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.  
 
Kata Kunci: Implementasi Tax Planning, Kinerja Perusahaan 
 Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah 
penerimaan sektor perpajakan. Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak 
merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya tax planning sebagai upaya meminimalisasi beban 
pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan. Tax planning sama sekali tidak 
bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi 
berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang 
menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara 
yang legal.Tax planning yang dibahas di sini adalah Pajak Penghasilan (PPh) 
Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). 
Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa tax 
planning yang baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Tujuan terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor 
penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tax planning agar berjalan 
dengan baik sehingga implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan 
meningkatkan kinerjanya.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan tax planning pada PT 
Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi 
penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi 
akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00. Selain berhasil 
menghemat pajak juga dalam penerapan tax planning di PT Bank Sulsel juga 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengalihkan tax saving yang 
diperoleh pada program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak 
pada peningkatan kemampuan karyawan di masa yang akan datang.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Penerimaan Negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam 
membiayai pengeluaran yang semakin waktu semakin bertambah besar. 
Pengeluaran untuk membiayai belanja Negara yang semakin lama semakin 
bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam 
negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang 
semakin lama semakin sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua 
pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan Negara, dalam hal ini yaitu 
penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. 
Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan yang utama Negara 
disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya 
bagi kelangsungan hidup Negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan 
beban yang akan mengurangi laba bersih. Penerimaan sektor pajak dari tahun ke 
tahun diharapkan akan selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan 
kemajuan pembangunan di segala bidang. 
Sementara itu, selain penerimaan pajak, seperti yang telah disinggung di 
atas, pendapatan Negara juga berasal dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan 
bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam 
(migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan Negara dan lain-lain 
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yang bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-
penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal. 
Oleh karena itu, satu-satunya andalan pemerintah dewasa ini adalah 
penerimaan dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan 
dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh 
lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang 
berhubungan dengan perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadailan, 
kepastian dan kenyamanan. 
Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban 
utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat 
dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax 
avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evation). Penggelapan pajak 
merupakan cara meminimalisasi  atau menghapus sama sekali utang pajak yang 
tidak sejalan dengan ketentuan  perundang-undangan perpajakan, seperti 
meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, 
meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. 
Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip 
manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. 
Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama 
sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa 
penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup 
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perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.    
Sesungguhnya antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak 
terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut 
menjadi kabur baik secara teori maupun aplikasinya. Secara konseptual, justru 
dalam menentukan perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan 
pajak, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi 
berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahnya adalah antara 
melanggar undang-undang (unlawful) dan tidak melanggar undang-undang 
(lawful).  
Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-
hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau 
sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak 
(tindak pidana fiscal) karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran 
pajak dan penggelapan pajak. Menurut suandy (2008) ada tiga syarat yang harus 
diperhatikan agar perencanaan pajak dapat dijalankan dengan baik, yaitu : 
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, bila suatu perencanaan pajak 
yang dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan maka 
wajib pajak menanggung risiko yang akan mengancam keberhasilan 
perencanaan itu sendiri. 
2. Secara bisnis masuk akal, perencanaan pajak merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan secara keseluruhan, 
baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga suatu 
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perencanaan pajak yang tidak baik akan mengakibatkan perencanaan 
secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik pula. 
3. Terdapat bukti-bukti pendukung yang memadai, misalnya adanya 
dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga 
perlakuan akuntansinya. 
Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dari manajemen 
pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen strategic 
perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut 
menentukan berhasil tidaknya manajemen strategic yang dibuat oleh perusahaan. 
Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar  pajaknya 
secara efektif dan efisien. Pengelolaan pajak dikatakan efektif bila penafsiran 
wajib pajak mengenai hak dan kewajiban  perpajakan tidak berbeda dengan 
fiskus. Pengelolaan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan 
secara tepat jumlah, tepat waktu sehingga terhindar dari denda atau bunga karena 
terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan 
memperoleh penghasilan (opportunity loss) karena terlalu cepat membayar. 
Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban 
pajak suatu perusahaan, di satu sisi, dan penghematan pengeluaran pajak bagi 
operasional perusahaan sehari-hari di sisi lain, maka penulis untuk meneliti 
tentang perencanaan pajak. Namun, perencanaan pajak yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah perencanaan pajak yang dimaksudkan sebagai suatu 
perencanaan yang dikaitkan antara proses pemilihan pendapatan yang akan 
diterima Wajib Pajak terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib 
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Pajak, serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan sesuai undang-
undang perpajakan yang dihubungkan terhadap upaya meningkatkan kinerja 
perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 
maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana perusahaan melaksanakan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dengan menggunakan tax planning secara lengkap, benar, 
dan tepat waktu sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga 
tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan 
sanksi pidana. 
2. Bagaimana pelaksanaan tax planning yang baik dan benar dapat 
menghindari pemborosan sumber daya yang dimiliki perusahaan, 
sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
 
1.3  Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 
dijabarkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat 
dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 
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pada perusahaan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. 
2. Menjelaskan faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 
menentukan perencanaan pajak agar berjalan dengan baik sehingga 
implementasinya dapat menunjang upaya perusahaan meningkatkan 
kinerjanya. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini 
diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan 
pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam 
perkuliahan denngan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam 
perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang 
lebih lanjut. 
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan perencanaan pajak ini 
diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan 
benar, seiring dengan legalitas Undang-undnag perpajakan. 
3. Bagi Fiskus, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan memberi 
kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang 
dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-
undang Perpajakan 
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1.5  Sistimatika Penulisan 
Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam tiga bab dan didalam tiap 
bab dibagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistimatika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literature yang 
berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, metode 
penelitian, hipotesis dan teknik pengumpulan data. 
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, struktur 
organisasi perusahaan, serta tugas dan wewenang masing-masing 
jabatan. 
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BAB V PEMBAHASAN 
 Bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai 
kebijakan akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan Tax 
Planning, koreksi fiskal, serta penyajian laporan keuangan. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang 
dapat penulis berikan kepada perusahan tempat penulis melakukan 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Perpajakan 
2.1.1  Pengertian Pajak 
Ada beberapa pengertian atau definisi pajak yang dikemukakan oleh 
para ahli. Sry Pudyatmoko (2006) dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak 
mengemukakan definisi pajak menurut para ahli antara lain: 
1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Mengatakan bahwa pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut 
Soemitro menjelaskan bahwa kata “dpat dipaksakan” berarti bahwa 
bila hutang pajak itu tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih 
dengankekerasan  seperti suat paksa dan sita, dan juga penyanderaan. 
Terhadap pembayaran pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa 
timbal tertentu seperti halnya di dalamretribusi. 
Pengertian di atas kemudian dikoreksinya sendiri. Di dalam buku 
Soemitro yang berjudul Pajak dan Pembangunan, 1974, definisi 
tersebut diubah menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari 
pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai public investment.” 
9 
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2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja: pajak adalah iuran wajib, berupa 
uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-
jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
3. Prof. PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada 
Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 
dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
4. Prof. Dr. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang 
terhutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan,tanpa 
ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang 
individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah. 
Dari keempat definisi pajak di atas yang dikemukakan para ahli, 
menunjukkan bahawa pajak yang dipungut pada prinsipnya sama yakni rakyat 
diminta menyerahkan sebagian hartanya sebagai kontribusi untuk membiayai 
keperluan bersama yang pada dasarnya dapat dipaksakan. 
Dari beberapa definisi di atas juga dapat disimpulkan beberapa ciri-ciri 
atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut: 
1. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan 
pelaksanaannya. 
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2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat 
ditunjukkan secara langsung. 
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah 
pajak pusat dan pajak daerah. 
4. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya 
dipergunakan untuk public investment. 
5. Di samping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana 
dari rakyat ke dalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga 
mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. 
Apa yang dikemukakan sebagai karakteristik pajak di atas terutama 
ditujukan untuk membedakannya dengan pungutan-pungutan lain selain pajak. 
Dalam hal ini, yang termasuk di dalam pungutan (heffing), di samping pajak, 
masih ada yang disebut retribusi dan sumbangan. 
Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada umumnya 
hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran, dengan 
kontra prestasi itu bersifat langsung. Dalam hal ini pembayar retribusi dengan 
melakukan pembayaran itu menginginkan adanya jasa timbal secara langsung dari 
pemerintah. 
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2.1.2  Fungsi Pajak 
Menurut Pudyatmoko (2006) pada umumnya dikenal dua fungsi utama 
dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran/penerimaan) dan fungsi regulerend 
(mengatur). 
1. Fungsi Budgeter 
Pajak sebagai instrument yang digunakan untuk memasukkan dana 
yang sebesar-besarnya ke dalam kas Negara. Dana dari pajak inilah 
yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan 
dalam negeri. 
2. Fungsi Regulerend 
Di samping mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang 
digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam 
kas Negara seperti tersebut di atas, pajak juga mempunyai fungsi 
yang lain, yaitu fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan 
untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang 
dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah 
menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan 
masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. 
 
2.1.3  Sistem Perpajakan 
Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait 
satu sama lainnya. Kesuksesan administrasi perpajakan tergantung pada 
keharmonisan ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah: 
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1. Kebijakan Perpajakan 
Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari 
berbagai alternatif perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang 
akan dicapai. Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan 
siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang akan 
dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan prosedur pajak. 
2. Undang-undang Pajak 
Dari berbagai kebijakan perpajakan tersebut diatas untuk dapat 
memberikan kepastian hukum tentang pemungutan pajak harus 
dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disebut dengan 
undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-
undang yang baik harus mudah dimengerti dan mudah dipahami 
sehingga tidak menyusahkan pembuat dan pemakai undang-undang 
itu sendiri. 
3. Administrasi Perpajakan 
Administrasi pajak merupakan instrument untuk 
mengoperasionalkan kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan 
yang berlaku. Administrasi pajak merupakan kunci bagi berhasilnya 
kebijakan perpajakan. 
 
2.1.4  Jenis-jenis Pajak 
Dalam penjelasan berbagai literatur terdapat perbedaan atau 
penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau 
penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang 
14 
 
 
 
membayar pajak. Apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa 
yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. 
Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas menurut 
Pudyatmoko (2006): 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 
langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak 
Penghasilan (PPh). 
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 
dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, 
yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPn 
BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 
3. Menurut Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. 
Contohnya adalah PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai. 
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b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. 
Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak Hotel dan 
Restoran. 
 
2.2 Perencanaan Pajak 
2.2.1  Perencanaan dan Manajemen Strategis 
Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh 
manajer perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan 
datang, di dalamnya terdapat strategi, taktik dan operasi yang akan digunakan 
untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari 
proses perencanaan adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi 
suatu perencanaan khusus yang disebut “manajemen strategis”, yaitu proses 
manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana 
strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. 
Fungsi-fungsi spesifik manajemen yang digunakan dalam mengelola 
perusahaan menurut Batheman (2008) adalah: 
1. Planning, adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu 
untuk mencapai sasaran tersebut, yang berarti bahwa manajer harus 
terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan 
yang akan dilakukan perusahaan dengan didasarkan pada metode, 
rencana atau logika dan bukan berdasarkan perasaan. 
2. Organizing, adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih 
untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai beberapa 
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sasaran, dengan kata lain organizing merupakan proses mengatur dan 
mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara 
organisasi. 
3. Leading, adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas 
yang berkaitan dengan peerjaan dari anggota kelompok atau seluruh 
organisasi yang terdiri dari mengarahkan, mempengaruhi dan 
memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. 
4. Controlling, adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 
sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. 
Zain (2008) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 
dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 
diharapkan. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi-fungsi 
manajemen pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control. 
Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, 
perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan (tax planning) termasuk ke dalam 
salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi planning dimana dalam 
menetapkan proses menetapkan perencanaan penyusutan strategi penghematan 
pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan 
tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan 
perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan 
secara lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila perencanaan pajak (tax planning) 
perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya 
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yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal 
tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. 
Apabila pemborosan tersebut terjadi terus-menerus, maka penghasilan perusahaan 
lama kelamaan akan semakin menurun yang pada akhirnya tidak dapat bersaing 
dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi 
terancam. 
 
2.2.2  Pengertian Tax Planning 
Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan 
penghematan atau tax saving dan penghindaran pajak atau tax avoiadance. Zain 
(2008) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan 
sebagai berikut: 
Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian 
setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah 
bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang 
akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai 
penghindaran pajak (tax avoiadance) dan bukan penyelundupan pajak 
(tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan 
ditoleransi. 
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui 
penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh 
wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya 
adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna 
menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain 
peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar 
kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut 
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dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah 
transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai 
sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif 
penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya. Dapat 
disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada 
seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada 
kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak 
yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. 
Perencanaan pajak berfungsi sebagai mengestimasi jumlah pajak dimasa 
yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan 
efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga 
menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan 
kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil 
perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. 
Zain (2008) dalam bukunya Manajemen Perpajakan mengemukakan 
tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak terebut berupa 
tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-
langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak 
dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah: 
1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi: 
a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam 
ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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b. Memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar 
dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun 
sanksi pidana. 
c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan 
pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti 
pemotongan dan pemungutan pajak. 
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, 
yang terdiri dari: 
a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. 
Faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara 
eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan 
parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan 
jangka panjang. 
b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai 
fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki 
manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku 
bagi seluruh personil perusahaan. 
c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan 
perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
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3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai 
tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan: 
a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan 
penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang 
memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian 
pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti 
pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, 
sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat 
kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan. 
b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian 
rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat 
dilakukan tepat waktu. 
Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut 
Suandy (2008) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut: 
1. Menganalisa informasi yang ada 
Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan 
mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam 
perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala 
kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan 
perencanaan pajak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain: 
a. Fakta yang relevan. Dalam era globalisasi serta tingkat 
persaingan yang semakin ketat maka seseorang manajer pajak 
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dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus 
benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi 
internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan-
perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan 
secara tepat, menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang 
mempunyai dampak perpajakan. 
b. Faktor pajak. Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak 
perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk 
menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak 
Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai 
perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih 
dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur 
keuntungan dan kerugiannya. Sehingga perencana pajak dapat 
memilih alternatif-alternaitf yang tersedia. 
3. Evaluasi perencanaan pajak 
Mengevaluasi dengan analisa keuangan suatu perencanaan pajak 
misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, 
laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau 
dijalankan. 
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali 
Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus 
melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan 
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diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif 
kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan 
diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan potensi 
kerugian tersebut. 
5. Memutakhirkan rencana pajak 
Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian 
pula dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan 
membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas 
dari perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah 
dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang 
tersebut. 
 
2.2.3  Tujuan implementasi Tax Planning pada Perusahaan 
Menurut James A.F. Stoner, perusahaan adalah sekumpulan orang-orang 
yang bekerjasama secara terstruktur dengan tujuan untuk mencapai sasaran (goal) 
yang spesifik atau sejumlah sasaaran (goals) yang telah ditetapkan. Perusahaan 
merupakan bagian integral dari sitem ekonomi yang menggunakan sumber daya 
langka untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan 
adalah “laba” (profit), sekaligus alat pemotivasi investor menanamkan modal 
dalam perusahaan. Karena laba merupakan orientasi utama, maka manajemen 
keuangan perusahaan selain harus memfokuskan diri pada perolehan dan 
penggunaan sumber keuangan, juga pada pemanfaatan sumber daya lainnya 
secara efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga 
perusahaan dapat mencapai laba yang optimum. 
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Tujuan implementasi tax planning dalam kegiatan usaha wajib pajak 
adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan 
tepat waktu yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan, sehingga tidak 
terkena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. 
Hal tersebut untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna 
meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal, seperti 
misalnya dengan tidak melaksanakan penjualan secara besar-besaran (cuci 
gudang) di akhir tahun (20X0, namun justru dilakukan pada awal tahun (20X1). 
Tindakan ini bertujuan agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat ditunda 
hingga akhir tahun 20X1. Dibandingkan apabila penjualan dilakukan pada akhir 
tahun 20X0, perusahaan harus langsung membayar pajak pada awal tahun 20X1. 
Dengan demikian kesempatan untuk memanfaatkan hasil dari penundaan 
pembayaran pajak (investasi usaha atau deposito) akan hilang. 
 
2.2.4  Motivasi Dilakukannya Tax Planning 
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (tax 
planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut: 
a. Kebijakan perpajakan (tax policy)  
Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak 
dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek tax policy 
terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tax planning, 
yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan 
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subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya 
tariff pajak dan bagaimana prosedurnya. 
b. Undang-undang perpajakan (tax law) 
Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan 
ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-undang perpajakan yang 
diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 
Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya 
ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk 
menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik. 
c. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan 
administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong 
perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar 
terhindar dari sanksi administrasi maupun pidanakarena perbedaan 
penafsiran antara fiskus dan wajib pajak, luasnya aturan perpajakan 
dan sistem informasi yang belum efektif.  
 
2.2.5  Kebijakan Perpajakan Indonesia 
Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan 
Undang-undang Perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah, 
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, 
sangat besar pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan tax 
planning. Pada saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh system 
pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri 
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besarnya pajak yang harus disetorkan. System ini dikenal dengan sebutan self 
assessment system, ditekankan bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan 
melaporkan jumlah pajak terutangnya sendiri. System ini diberlakukan untuk 
member kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna 
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan 
pajaknya. 
Dengan diberlakukannya system tersebut, juga akana membuka peluang 
bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan tax planning dalam 
pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Namun konsekuensi 
dijalankannya system tersebut adalah baik manajer perusahaan maupun 
masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. 
Menurut Djoko Muljono (2009), konsekuensi dari self assessment itu 
adalah seperti: bagaimana mengelola administrasi dan pembukuan untuk 
keperluan pajak, kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya 
pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kesalahan 
perhitungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang akan diterima bila 
mlanggar Ketetapan Perpajakan. 
1. Administrasi Pajak 
Administrasi Perpajakan merupakan salah satu dari unsur-unsur 
pokok system perpajakan di Indonesia, yaitu: (1) kebijakan 
perpajakan (tax policy); (2) undang-undang perpajakan (tax laws); 
(3) administrasi perpajakan (tax administration). Kebijakan 
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perpajakan perusahaan akan berhasil bila ditunjang dengan 
penyelenggaraan administrasi perpajakan yang baik dan benar, 
sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan akan menjadi 
efektif dan efisien dan sasaran dari system perpajakan pun dapat 
dicapai. 
Tax planning yang akan diterapkan perusahaan akan berjalan dengan 
baik bila ditunjang tax administration yang baik. Pada dasarnya tax 
administration merupakan bagian dari system perusahaan dalam 
mengendalikan urusan pajak yang bertujuan untuk: (1) monitoring 
major transaction yaitu, mengawasi setiap transaksi-transaksi yang 
ada hubungannya dengan pajak dan memastikan bahwa transaksi-
transaksi tersebut telah dicatat/diproses sesuai dengan aturan dan 
kebijaksanaan perusahaan; (2) build in Internalcontrol yaitu, bagian 
yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang 
bertujuan untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban 
perpajakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, 
sehingga terhindar dari sanksi-sanksi atau penalty dan (3) 
management of tax audit yaitu, memahami dasar-dasar audit pajak 
guna memersiapkan diri dalam pemerikasaan pajak. 
2. Pembukuan  
Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. 
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Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2000, tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk 
menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, dari 
pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya Pajak Penghasilan 
dan pajak-pajak lainnya. Secara teoritis system pembukuan yang 
baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, 
tidak hanya informasi perpajakan saja. 
Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan 
system yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia, sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan yaiu dengan menggunakan 
dasar akrual. Sedangkan menurut peraturan undang-undang 
perpajakan pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan 
dasar akrual dan dasar kas yang dimodifikasi. Tata cara pembukuan 
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, 
diatur sebagai berikut: 
1. Kewajiban pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) yang 
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah: (1) Wajib 
Pajak orang pribadi atau badan; (2) badan usaha dan (3) 
pekerjaan bebas. 
2. Persyaratan pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (3), (4), (5), 
(6), (8), (11) dan (12) adalah: (1) beritikad baik dan 
mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya; (2) 
diselenggarakan di Indonesia dengn huruf latin, angka arab, 
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satuan mata uang Rupiah dan bahasa Indonesia atau bahasa asing 
yang diizinkan Menteri Keuangan; (3) berprinsip taat azas 
dengan stelsel akrual dan stelsel kas; (4) perubahan metode 
pembukuan dan/atau tahun buku, harus disetujui Direktur 
Jenderal Pajak; (5) pembukuan dengan bahasa asing dan mata 
uang selain mata uang Rupiahdapat diselenggarakan Wajib Pajak 
dalam rangka penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak 
Bagi Hasildan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat 
izin Menteri Keuangan; (6) buku-buku, catatan-catatan, 
dokumen-dokumen pembukuan atau pencatatan dan dokumen 
lain Wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu 
untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dan 
terakhir (7) pedoman penyelenggaraan pembukuan pencatatan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
3. Pengecualian pembukuan, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) dan 
(10), adalah: (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan 
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 
Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi 
yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; (2) 
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
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4. Sanksi Pembukuan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3), adalah: (1) 
sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) untuk jenis Pajak 
Penghasilan Pasal 25 dan 29 yang dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak; (2) 
sanksi kenaikan 100% (seratus persen) untuk jenis Pajak 
Penghasilan Pasal 21,22,23 dan 26 yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang 
disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang 
disetorkan oleh orang atau badan lain dan (3) sanksi kenaikan 
100% (seratus persen) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang 
tidak atau kurang bayar. 
 
2.2.6  Laporan Keuangan Komersial dan Koreksi Fiskal 
Pihak manajemen perusahaan berkepentingan terhadap Laporan 
Keuangan yang informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, 
pengendalian dan pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan 
Laporan Keuangan untuk kepentingan fiscal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi 
yang berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung 
oleh perusahaan. Pedoman penyusunan Laporan Keuangan di Indonesia diatur 
dalam Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang 
berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 
Oleh karena itu, Laporan Laba/Rugi akan menghasilkan dua informasi, yaitu: 
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a. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (pre tax 
financial income), yaitu laba yang diperolehdari hasil perbandingan 
antara pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
b. Laba/Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (taxable 
income), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
Pajak Penghasilan terutang. 
Latar belakang yang menjadikan laba dalam Laporan Keuangan 
Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal berbeda, secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi: 
a. Perbedaan tujuan atau sasaran perusahaan, mengakibatkan tidak 
terdapatnya complete agreement antara laba akuntansi dengan laba 
kena pajak. Hal tersebut terjadi karena disatu sisi, tujuan keuangan 
suatu perusahaan adalah memaksimalkan return on assets, 
shareholders ataupun stakeholders wealth dan net income, 
sedangkan tujuan pajak adalah meminimalkan pembayaran pajak 
sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. 
b. Perbedaan ekonomis, manajemen harus mempertimbangkan revenue, 
cost dan time value of money ketika akan mengambil keputusan 
dalam investasi, pendanaan, memperhatikan biaya modal setelah 
pajak dan dividen. 
c. Area perbedaan, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara 
laba sebelum pajak (menurut akuntansi) dengan laba kena pajak 
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(menurut perpajakan) adalah perbedaan waktu dan perbedaan 
permanen. 
Area Perbedaan Waktu (sementara) timbul karena adanya perbedaan saat 
pengakuan, pelaporan penghasilan dan atau biaya antara laporan keuangan 
komersial dan laporan keuangan fiscal dalam satu tahun pajak. Factor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan waktu adalah (1) depresiasi aktiva berwujud, 
amortisasi aktiva sumber alam dan aktiva tak berwujud; (2) penilaian persediaan; 
(3) penghapusan piutang. Selain ketiga faktor tersebut, masih terdapat beberapa 
faktor yang dapat membuat terjadinya perbedaan waktu lainnya, namun secara 
tegas belum diatur dalam ketentuan perpajakan, sedangkan dalam akuntansi telah 
mengaturnya, yaitu: (1) pengakuan pendapatan dari penjualan angsuran; (2) biaya 
dibayar dimuka; (3) beban jaminan gratis; (4) foreign currency translation; (5) 
leasing; (6) biaya sebelum masa operasi; (7) unremitted earnings of subsidiaries; 
(8) perlakuan bunga dalam masa konstruksi. 
Sementara area perbedaan permanen, timbul karena disebabkan oleh; 
menurut prinsip akuntansi suatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan atau 
suatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang bisa sebagai 
pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial, 
sedangkan menurut peraturan perpajakan suatu penerimaan tersebut tidak pernah 
diakui sebagai penghasilan dan atau suatu pengeluaran tersebut tidak pernah 
diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh dikurangkan dari penghasilan 
dalam laporan keuangan fiskal. 
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Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan permanen, 
adalah: 
a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang bersifat final, 
menurut akuntansi akan ditambahkan pada laba usaha dalam periode 
direalisasikannya, sedangkan menurut perpajakan, tidak lagi 
digabungkan dengan pos penghasilan bruto karena sudah dikenakan 
pajaknya, langsung pada saat penghasilan itu terjadi (dengan tarif 
tertentu) oleh pemungut atau pemotongnya dan jumlah yang telah 
dibayarkan tersebut tidak bisa dikreditkan dengan pajak terutang. 
Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial adalah: (1) laba 
sebelum pajak dalam Laporan Laba/Rugi Komersial dikurangi 
dengan jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak yang 
bersifat final untuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun 
Laporan Laba/Rugi Fiskal: (2) aktiva dalam Neraca Komersial 
dikurangi (ditambah) dengan sejumlah penghasilan yang merupakan 
objek pajak bersifat final untuk menyusun Neraca Fiskal. 
b. Adanya ketentuan perpajakan tentang penghasilan yang bukan 
merupakan objek pajak dan biaya yang bukan merupakan pengurang 
penghasilan, sedangkan menurut perpajakan bukan sebagai 
penghasilan. Penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial, 
adalah: (1) laba sebelum pajak dalam Laporan Laba/Rugi Komersial 
dikurangi dengan sejumlah penghasilan yang bukan merupakan 
objek pajak utuk menghitung laba kena pajak dalam menyusun 
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Laporan Laba/Rugi Fiskal; (2) aktiva (hutang) dalam Neraca 
Komersial dikurangi (ditambah) dengan sejumlah penghasilan yang 
bukan objek pajak untuk menyusun Neraca Fiskal. 
 
2.2.7  Pengaruh Pajak Terhadap Kegiatan Perusahaan 
Menurut Smith dan Skousen dalam buku “Intermediate Accounting” 
bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada Pemerintah. Oleh karena itu, 
besar kecilnya beban pajak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam hal 
cash flow perusahaan, karena menyangkut bagaimana cara perusahaan 
menyediakan dana untuk membayar pajak yang terutang. 
Menurut Rimsky K. Judiseno(2005), pada dasarnya menghitung Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak 
Perseorangan. Hanya saja dalam menentukan besarnya Pendapatan Kena Pajak, 
tidak lagi dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan Neto suatu 
badan usaha dan jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan, 
maka besarnya Pendapatan Kena Pajak akan sama dengan jumlah Penghasilan 
Netonya.dalam istilah pembukuan “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-
pengeluaran atau kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hal memproduksi suatu 
barang atau jasa, sedangkan “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis 
dipakai. Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total 
biaya operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan membentuk 
perhitungan Laba/Rugi sebagai berikut: 
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Table II.1 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Komersial 
Penjualan  
Harga Pokok Penjualan 
            Laba Kotor 
Beban Pemasaran 
Beban Administrasi 
Total Beban 
            Laba Operasi 
Pendapatan Lain-lain 
Biaya Lain-lain 
 
Laba Sebelum Pajak 
 
 
 Rp. xxxxxx 
 Rp. xxxxxx 
 
 
 Rp. xxxxxx 
 Rp. xxxxxx 
 
 Rp. xxxxxx 
(Rp. xxxxxx) 
 
 
(Rp. xxxxxx) 
 Rp. Xxxxxx 
 
 Rp. xxxxxx 
 Rp. Xxxxxx 
 
Perhitungan Laba/Rugi menurut versi Pasal 16 ayat (1) Undang-undang 
Republlik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, cara penetapan Penghasilan Kena 
Pajak (di dalam akuntansi disebut Laba Sebelum Pajak) adalah sebagai berikut: 
Table II.2 Konsep Perhitungan Laba/Rugi Fiskal 
Pendapatan usaha (ps. 4 ayat 1) 
Biaya-biaya: 
      Pasal 6 ayat 1 
      Pasal 6 ayat 2 
      Pasal 9 ayat 1 huruf c 
      Pasal 9 ayat 1 huruf d 
      Pasal 9 ayat 1 huruf e 
      Pasal 7 ayat 1 (PTKP) 
 
Penghasilan Kena Pajak 
 
 
Rp. xxxxxx 
Rp. xxxxxx 
Rp. xxxxxx 
Rp. xxxxxx 
Rp. xxxxxx 
Rp. xxxxxx 
Rp. Xxxxxx 
 
 
 
 
(Rp. xxxxxx) 
 Rp. xxxxxx 
 
Urutan perhitungan laba/Rugi di atas, seakan-akan tidak mempedulikan 
mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utamaperusahaan dan mana yang 
merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan kata lain 
perhitungan versi Undang-undang Pajak Penghasilan tidak membedakan antara 
penghasilan utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional perusahaan 
dan juga tidak membedakan biaya operasional perusahaan. Padahal penentuan 
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Laba/Rugi perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua penghasilan 
terlebuh dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya. 
Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), 
sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return on 
investment. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara ekonomis 
pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau 
diinvestasikan kembali oleh perusahaan. 
 
2.3 Implementasi Tax Planning 
2.3.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan 
 Pada suatu tax planning, salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib 
Pajak untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memaksimalkan 
penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang 
Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan 
yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan tersebut, yang relevan 
digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan, 
yaitu:  
1. Pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan 
dari Wajib Pajak atau Pemerintah. 
2. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan 
Terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang 
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan 
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b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang menerima 
deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan 
harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. 
 Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus 
mengetahui apa saja yang termasik penghasilan dalam Undang-undang agar kita 
dapat mengetahui dengan pasti dalam tax planning yang akan dilakukan. 
 Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Mengubah Jenis Penghasilan 
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan 
yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk 
dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. 
Contoh: apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, 
sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar deviden yang 
nantinya dibagikan tidak terkena pajak. 
2. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya 
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan 
yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan 
direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. 
Contih: Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba tahun 2010 akan 
menurun, amka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 
ditunda sampai bulan Januari 2010. 
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3. Mengambil Keuntungan Sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin 
dari berbagai pengecualian, potongan atas Penghasilan Kena Pajak 
(PKP) yang diperbolehkan oleh Undang-undang. 
Sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan 
untuk hal-hal uang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan 
dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat 
dikurangkan dari PKP (deductible). 
Contoh: biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan 
pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka 
pendek atau jangka panjang lainnya. 
 
2.3.2 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak 
Diperkenankan sebagai Pengurang 
Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan 
dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal 
adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan 
otomatis akan mengurangi pajak terutang. 
Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang 
harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang 
Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena semakin besar 
biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak 
akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. 
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Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui 
biaya yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan 
sebagai pengurang. 
1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU No. 36 
Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1)) 
Berdasar pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan 
Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, 
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain: 
1) Biaya pembelian bahan; 
2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang 
diberikan dalam bentuk uang; 
3) Bunga, sewa, dan royalti; 
4) Biaya perjalanan; 
5) Biaya pengolahan limbah; 
6) Premi asuransi; 
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan; 
8) Biaya administrasi; dan 
9) Pajak kecuali pajak penghasilan. 
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b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas 
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 
tahun; 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
menteri keuangan; 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki 
dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; 
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing; 
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
komersial; 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan 
negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang 
negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan 
piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan 
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umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 
bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang 
tertentu; 
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku 
untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri keuangan. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional 
yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan 
peraturan pemerintah; 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya 
diatur dengan peraturan pemerintah; 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam 
peraturan pemerintah; dan 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU No. 36 
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1)) 
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Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan 
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan 
pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 adalah: 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan 
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi; 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 
pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; 
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan 
usaha lain yang menyalurkan kredit, seaw guna usaha dengan 
hak opsi, perusahaan pembiayaankonsumen, dan perusahaan 
anjak piutang; 
2) Cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial; 
3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan; 
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; 
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; 
dan 
6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 
pembuangan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-
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syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh 
Wajib Pajakorang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi 
kerja dan premi tersebut dihitung sebagai pengahasilan bagi 
Wajib Pajak yang bersangkutan; 
e.  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 
jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan; 
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada 
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan 
istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 
dilakukan; 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; 
h. Pajak penghasilan; 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan 
pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; 
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j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; 
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta 
sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 
3. Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan 
a. Mengubah Jenis Biaya 
Biaya-biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh 
dianggap sebagai biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat 
dikurangkan oleh perusahaan. 
Contoh: biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan 
kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan. Selain itu, 
hadiah akhir tahun yang pada awalnya berupa natura diberikan 
berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya 
perusahaan. 
 
2.3.3 Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan 
Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak 
yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan 
karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biayakesejahteraan 
karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/tax 
income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) 
dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal 
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mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan (fringe benefit) karena menurut UU PPh No. 36 Tahun 
2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan 
sebagai biaya; 
2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, 
sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura 
dan kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan 
kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 
21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan 
tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh 
Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum 
dikurangi dengan biaya; 
3. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan 
tidak berpengaruh terhadap PPh pasal 21 sementara PPh badan tetap 
nihil. 
Pelaksanaan Tax Planning PPh Pasal 21 mengenai kesejahteraan 
karyawan dapat dilakukan sebagai berikut: 
1. Transportasi untuk Karyawan 
Transportasi untuk karyawan diberikan oleh perusahaan untuk 
membantu karyawan dalam mengatasi masalah transportasi. 
Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai 
berikut: 
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a. Perusahaan Menyediakan Mobil Dinas 
Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik 
perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan 
menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, 
perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya yang berkaitan 
dengan transportasi (biaya penyusutan, eksploitasi, atau 
pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan 
Kena Pajak; 
b. Perusahaan Memberikan Tunjangan Transportasi 
Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktorat 
Jenderal Pajak Nomor: KEP – 57/PJ/2009 tentang Objek Pajak 
PPh pasal 21 merupakan pengahsilan yang dikenakan [pajak bagi 
karyawan menurut UU PPh No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat(1) 
huruf a, dapat dikurangkan sebagai Pengahsilan Kena Pajak bagi 
perusahaan. 
Dari kedua alternative di atas, memberikan tunjangan transportasi 
lebih menguntungkan karena dapat dikurangkan dalam Penghasilan 
Kena Pajak bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan sebagai 
akibat pemberian tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga 
merupakan pengeluaran yang dapat dilakukan sebagai biaya. 
2. Makanan dan Natura Lainnya 
Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat 
dilakukan sebagai berikut: 
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a. Perusahaan Menyediakan Catering untuk Karyawan 
Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 
51/PJ/2009 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi 
karyawan dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau 
perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan; 
b. Tunjangan Beras atau Uang Makan 
Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 tentang 
Objek Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan penghasilan yang 
kena pajak bagi karyawan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 
pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi 
perusahaan. 
Dari kedua alternative di atas, maka lebih mengumtungkan apabila 
perusahaan menyediakan catering untuk karyawan, karena apabila 
diberikan dalam bentuk tunjangan atau uang makan akan 
berpengaruh pada Take Home Pay yang diterima karyawan. 
3. Pengobatan/ Kesehatan Karyawan 
Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan pada 
karyawannya. Pemberian fasilitas pengobatan/ kesehatan kepada 
karyawan itu dapat dilakukan, sebagai berikut: 
a. Perusahaan Mendirikan Klinik Sendiri atau Bekerja Sama dengan 
Pihak Rumah Sakit Tertentu 
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Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang 
tidak diterima dalam bentuk uang tunai, maka menurut 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 
tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan bagi 
yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan 
penghasilan. Dengan sendirinya, menurut UU PPh No 36 Tahun 
2008 pasal 9 ayat(1) huruf e, pembayaran kenikmatan tersebut 
oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika 
biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung pada klinik, 
rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, menurut 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 
tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan, 
bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan 
pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut UU PPh No 36 
Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tunai ini dapat 
dikurangkan sebagai biaya. Penambahan penghasilan sebagai 
akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban pajak 
penghasilan karyawan yang bersangkutan.   
b. Karyawan yang Diberi Tunjangan Kesehatan Secara Rutin Baik 
Sakit Maupun Tidak sakit 
Jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam 
bentuk penggantian uang tunai, menurut Keputusan Jenderal 
Keuangan No. 36 Tahun 2208 tentang Objek Pajak Penghasilan 
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pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan 
yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut 
UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran 
uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai akibat pemberian 
penggatian ini akan menambah baban pajak penghasilan 
karyawan yang bersangkutan. 
c. Karyawan Diikutkan Asuransi Kesehatan, Sehingga Klaim JIka 
Sakit Dilakukan Ke Perusahaan Asuransi  
Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU 
PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat 
dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 
tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 pengeluaran ini 
diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian 
ada pembayaran santunan asuransi menurut Keputusan Diretur 
Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek Pajak 
Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan 
penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, perusahaan 
yang membayar santunan asuransi tidak memotong pajak 
penghasilan karyawan. 
Dari ketiga alternatif tersebut, yang menguntungkan adalah alternatif 
(2) dan (3). Alternatif (1) kurang baik karena bagi perusahaan 
fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tidak 
49 
 
 
 
dapat dikurangkan sebagai biaya dalam laporan keuangan. 
Perencanaan pajak yang dapat dilakukan supaya perusahaan dapat 
mengurangkan pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada 
masing-masing karyawan harus diebrikan tunjangan pengobatan 
tersebut. 
Untuk mengetahui jumlah klinik atau rumah sakit harus membuat 
catatan besarnya biaya pengobatan masing-masing karyawan tiap 
bulan. Perusahaan kemudian memotong kembali tunjangan 
pengobatan dari penghasilan karyawan yang telak dikenakan pajak 
pada tiap akhir bulan. Hasil pemotongan ini dipergunakan untuk 
menyelenggarakan klinik atau rumah sakit. Tunjangan ini merupakan 
penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan, dan dengan 
demikian merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan bagi 
perusahaan. Karena penghasilan karyawan bertambah sebagai akibat 
dari tunjangan pengobatan ini, karyawan dengan sendirinya akan 
membayar pajak penghasilan yang lebih besar. 
Tambahan beban pajak penghasilan ini diringankan oleh perusahaan 
dengan jalan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang 
bersangkutan sebesar tambahan beban pajak tersebut. Pembayaran 
tunjangan pajak ini bagi perusahaan juga merupakan pengeluaran 
yang dapat dikurangkan sebagai biaya. 
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4. Pembayaran Premi Asuransi untuk Karyawan 
Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi yang berupa asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
Asuransi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut : 
a. Premi Ditanggung Perusahaan 
Apabila premi asuransi dibayar atau ditanggung oleh pemberi 
kerja, menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 tentang Objek Pajak 
Penghasilan pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan 
pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan 
ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (3) huruf 3, yang 
menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada 
orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
beasiswa tidak termasuk objek PPh. 
b. Premi Ditanggung Oleh Karyawan yang Bersangkutan 
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh 
Wajib Pajak orang pribadi, menurut Keputuasan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang PPh pasal 21 
dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh pasal 21. Pada 
waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan 
asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
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KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 yang 
dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak. 
c. Premi Sebagian Ditanggung Perusahaan Selain Ditanggung 
Karyawan 
Untuk premi yang ditanggung perusahaan menurut UU PPh No. 
36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut 
boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan 
bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek 
PPh pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. 
Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, menurut 
Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 
281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam 
mengitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung 
sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 
Dari ketiga alternatif tesebut, perusahaan sebaiknya memakai 
alternatif (3), karena ini merupakan aturan dari pemerintah mengenai 
premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja 
menanggung premi asuransi karyawan. 
5. Iuran Asuransi dan Iuran Jaminan Hari Tua 
Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan iuran 
jaminan hari tua, yang dapat dilaksankan sebagai berikut : 
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a. Iuran Ditanggung Perusahaan 
Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh 
perusahaan, maka menurut Keputusan Direktur Jenderal 
Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 
21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi 
karyawan dan menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 
(1) huruf e, dapat dikurangkan dalam PKP bagi perusahaan. 
b. Iuran Ditanggung Oleh Karyawan yang Bersangkutan 
Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh 
karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur 
Jenderal Keuangan Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang 
pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh 
pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam 
SPT PPh pasal 21 karyawan yang bersangkutan. 
c. Iuran Sebagian Ditanggung Perusahaan Sebagian Ditanggung 
oleh Karyawan 
Jika iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua sebagian 
ditanggung perusahaan sebagian oleh karyawan yang 
bersangkutan, akan iuran yang ditanggung perusahaan menurut 
UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat 
dikurangkan dalam PKP perusahaan dan iuran yang ditanggung 
karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Keuangan 
Nomor KEP – 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang 
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diperbolehkan dalam menghitung PKP PPh pasal 21 dapat 
dikurangkan sebagai biaya dalam SPT pasal 21. 
Dari ketiga alternatif tersebut, sebaiknya memakai alternatif (3), 
karena merupakan aturan dari pemerintah tentang iuran pensiun dan 
iuran Jaminan Hari Tua yang mewajibkan perusahaan menanggung 
sebagian dari iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua. 
6. Pakaian Kerja Karyawan 
Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang 
sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan 
seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan perusahaan 
mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut : 
a. Pakaian Kerja Sehubungan dengan Lingkungan Kerja, misalnya 
Satpam, Seragam KAryawan Hotel, ataupun Pilot. 
Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja, 
menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 
pasal 2 hurf c, dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan. Bila 
perusahaan menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada 
hubungannya dengan lingkungan kerja, menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 pasal 2 hurf c, tidak 
dapat dikurangkan dalam PKP perusahaan. 
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b. Seragam Karyawan pada Umumnya 
Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksudkan di sini 
yaitu karyawan perusahaan yang memakai pakaian miliknya 
sendiri seperti karyawan pada umumnya. 
Dari kedua alternatif tersebut, maka lebih menguntungkan 
menggunakan seragam karyawan pada umumnya, karena 
menyeragamkan pakaian karyawan yang tidak ada hubungannya 
dengan lingkungan kerja tidak dapat dikurangkan dengan PKP 
perusahaan. Untuk karyawan yang harus memakai seragam, seperti 
satpam, harus diberikan seragam. Ini dapat dikurangkan dalam PKP 
perusahaan karena berhubungan dengan lingkungan kerja. 
7. Bonus dan Jasa Produksi 
Perusahaan biasanya memberikan bonus dan jasa produksi pada 
karyawan. Pemberian bonus dan jasa produksi dapat dilaksanakan 
menurut waktu pembebanannya dan bentuknya. Menurut waktu 
pembebanannya dapat dibedakan menjadi : 
a. Dibebankan dalam Tahun Berjalan 
Bila dibebankan dalam tahun berjalan, maka bonus dan jasa 
produksi diberikan pada akhir tahun. Bonus akhir tahun akan 
diberikan pada bulan Desember. 
b. Dibebankan pada Laba Ditahan 
Bila dibebankan pada laba ditahan makan bonus dan jasa 
produksi akan diberikan pada tahun berikutnya. 
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Menurut bentuknya, bonus dan jasa produksi dapat diberikan dalam 
bentuk : 
1) Hadiah Akhir Tahun 
Bila diberikan dalam bentuk hadiah akhir tahun menurut UU PPh 
No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e, perusahaan tidak 
dapat mengurangkan biaya hadiah akhir tahun sebagai biaya 
dalam menghitung PKP perusahaan. 
2) Bonus Akhir Tahun 
Bila diberikan dalam bentuk bonus akhir tahun, menurut 
Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor KEP – 
281/PJ/1998 tentang Objek PPh pasal 21 merupakan penghasilan 
yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh No. 
36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam 
PKP perusahaan. 
Dari kedua alternatif tersebut, bila perusahaan dalam keadaan laba, 
lebih baik membebankannya pada tahun berjalan, sehingga labanya 
akan lebih kecil dan beban pajaknya berkurang. Bila perusahaan 
dalam keadaan rugi, tidak menjadi masalah akan dibebankan pada 
tahun berjalan atau tahun berikutnya. Bila dibebankan pada tahun 
berjalan, akan menambah kompensasi kerugian PKP di tahun 
berikutnya, bila dibebankan pada tahun berikutnya akan mengurangi 
PKP di tahub berikutnya. 
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Bentuk bonus akhir tahun adalah alternatif yang terbaik karena bagi 
perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam PKP perusahaan 
dan bagi karyawan merupakan PKP. Penambahan beban pajak 
karyawan dapat ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan 
PPh sebesar penambahan beban pajak bagi karyawan yang 
bersangkutan. 
2.3.4 Pemilihan Metode akuntansi 
Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode 
penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode 
penyusutan garis lurus (straight line) dan kedua, metode penyusutan saldo 
menurun (double declining). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus 
mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba 
perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode 
penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar 
yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal-awal 
tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil 
atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus 
karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. 
1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan 
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh No. 36 
Tahun 2008, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, 
57 
 
 
 
melainkan dibebankan melalu penyusutan. Hal ini sesuai dengan 
kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan 
antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran 
untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat 
dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. 
Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan 
untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan 
fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. 
Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta 
tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara 
gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat 
kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara 
golongan. 
Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11, Penyusutan dimulai 
pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang 
masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan 
selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur 
Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan 
mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang 
bersangkutan mulai menghasilkan. 
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Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap 
berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus 
dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan : 
Tabel 2.1 
Harta Berwujud 
Kelompok Harta 
Berwujud 
Masa 
Manfaat 
Tarif Penyusutan 
Metode Garis 
Lurus 
Metode Saldo 
Menurun 
I. Bukan Bangunan 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
 
II. Bangunan 
Permanen 
Tidak Permanen 
 
4 tahun 
8 tahun 
16 tahun 
20 tahun 
 
 
20 tahun 
10 tahun 
 
25% 
12,5% 
6,25% 
5% 
 
 
5% 
10% 
 
50% 
25% 
12,5% 
10% 
(Sumber : UU No. 36 Tahun 2008) 
 
2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
Aset tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi 
Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No. 16, Revisi 2007 tentang Aset Tetap. 
Aset tetap adalah aset berwujud yang : 
a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 
barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk 
tujuan administratid; dan 
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b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 
“Penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang memiliki 
biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan 
seluruh aset harus disusutkan secara terpisah”. (Standar 
Akuntansi Keuangan, PSAK : 2007 : 16). 
 
Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut 
siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada 
lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan 
sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan 
dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika : 
1)  Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk 
dijual atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang 
tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset 
dimiliki untuk dijual; dan 
2) Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu : 
a) Dilepaskan; dan 
b) Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang 
diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. 
Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset 
tersebut tidak dipergunakan atau diberhentikan 
penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. 
Namun, apabila metode penyusutan yang dipergunakan 
adalah usage method (seperti unit of production method), 
maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada 
produksinya. (PSAK : 16, Revisi 2007). 
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2.4 Kinerja 
Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) 
adalah merupakan kata benda yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai; 2. Prestasi 
yang diperlihatkan; 3. Kemampuan Kerja, sedangkan penilaian kinerja menurut 
Mulyadi (1997) adalah penentuan secara periodic efektifitas operasional suatu 
organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan 
kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan 
oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas 
perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam 
organisasi. 
Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi 
berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 
keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Kinerja individu pada dasarnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor: 1. Harapan mengenai imbalan; 2. Dorongan; 3. 
Kemampuan, kebutuhan dan sifat; 4. Persepsi terhadap tugas; 5. Imbalan internal 
dan eksternal; 6. Persepsi terhadap imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, 
kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu kemampuan, keinginan, dan 
lingkungan. 
Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik seseorang harus 
mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui 
pekerjaannya. Tanpa mengetahui ketiga faktor ini kinerja yang baik tidak akan 
tercapai. Dengan kata lain, kinerja individu dapat ditingkatkan apabila ada 
kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kinerja individu dipengaruhi oleh 
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kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap 
pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh 
pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya. 
Kepuasan tersebut berhubungan dengan faktor-faktor individu, yakni: 1. 
kepribadian seperti aktualisasi diri, kemampuan menghadapi tantangan, 
kemampuan menghadapi tekanan; 2. Status dan senioritas, makin tinggi hierarkis 
di dalam perusahaan lebih mudah individu tersebut untuk puas; 3. Kecocokan 
dengan minat, semakin cocok minat individu semakin tinggi kepuasan kerjanya; 
4. Kepuasan individu dalam hidupnya, yaitu individu yang mempunyai kepuasan 
yang tinggi terhadap elemen-elemen kehidupannya yang tidak berhubungan 
dengan kerja, biasanya akan mempunyai kepuasan kerja yang tinggi.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan (Bank Sulsel) yang bergerak di bidang perbankan beralamat di jalan Dr. 
Sam Ratulangi no. 16 Makassar 
 
3.2  Jenis dan Desain Penelitian 
Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analisis 
dengan desain studi kasus. Menurut Subiyanto (2000) penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang 
telah diidentifikasi. Peneliti berusaha menjelaskan objek yang diteliti dengan 
sudut pandang peneliti. 
Menurut Subiyanto, penelitian dengan sebuah studi kasus dilakukan 
dengan observasi secara mendalam terhadap suatu objek penelitian yang dipilih 
dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan 
dianggap sama, tetapi kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digeneralisasi 
sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama. 
 
3.3  Metode Pengumpulan Data 
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode 
pengambilan data sebagai berikut: 
1. Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan 
perusahaan dalam rangka menemukan permasalahan mengenai 
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implementasi tax planning yang mungkin ada dalam perusahaan 
tersebut yang kemudian dapat dibahas dalam penelitian ini. 
2. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai tax 
planning dan implementasinya melalui literatur-literatur, laporan-
laporan, makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, 
artikel majalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan hasil 
penelitian ini. 
3. Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari perusahaan melalui 
wawancara dengan pejabat perusahaan yang berwenang dan melalui 
observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan 
perpajakan perusahaan, struktur organisasi, perhitungan laba/rugi, 
bukti setoran pajak tahunan, dan daftar gaji karyawan. 
4. Analisis dan pengolahan data, untuk membandingkan antara keadaan 
di perusahaan dari survey pendahuluan dan survey lapangan dengan 
landasan teori hasil studi kepustakaan, kemudian dari hasil 
perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran 
untuk perbaikan-perbaikan. 
 
3.4  Jenis dan Sumber Data 
Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Data primer 
Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 
wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak-pihak yang 
mengetahui tentang ketentuan peraturan perpajakan dan perencanaan 
pajak seperti pegawai kantor pajak dan konsultan pajak. 
2. Data sekunder 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu 
peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku, 
laporan keuangan yang telah diaudit 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun 
langkah-langkahnya yaitu: 
a. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial 
tahun 2010, laporan laba/rugi fiskal tahun 2010, neraca tahun 2010, 
daftar aktiva tetap tahun 2010, dan kebijakan-kebijakan perusahaan). 
b. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di 
perusahaan terkait dengan perpajakan. 
c. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian 
membuat tax planning atas penghasilan perusahaan dengan cara 
memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. 
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d. Membuat tax planning terhadap biaya-biaya umum dan operasional 
perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan 
biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. 
e. Terakhir adalah melakukan pemilihan metode-metode akuntansi 
yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
4.1  Sejarah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar 
pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta 
No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden 
Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961, nama PT Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 
002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan 
pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi 
Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.  
Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan 
modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). 
Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 
Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 
tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah 
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Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta 
Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 Tanggal 29 
Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah 
diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 
2005, Tambahan No. 1655/2005. 
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar 
pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta 
No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden 
Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan Tenggara. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 
002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan 
pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi 
Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya berganti nama menjadi Bank 
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. 
Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan 
modal dasar menjadi Rp25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
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dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). 
Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 
Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 
tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp. 650 milyar. Akta 
Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 
Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah 
diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 
2005, Tambahan No. 1655/2005 
 
4.2 Visi dan Misi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
Visi : Menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur 
dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang 
profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda 
dan masyarakat 
Misi :  
1. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi 
daerah 
2. Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan 
penyimpanan uang daerah 
3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah 
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4.3 Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 
4.3.1 PT Bank Sulsel (Konvensional) 
Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan 
peningkatan eksposur resiko, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Nomor 8/4/4/PBI/2006 diubah denga PBI Nomor 8/14/2006 
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dimana 
maksud dari PBI tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja bank dan 
melindungi kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct). 
Tugas dan tanggung jawab dari setiap tingkatan dalam struktur organisasi 
PT Bank Sulsel adalah sebagai berikut : 
1. Komisaris 
Secara umum, tugas Komisaris adalah mengawasi pengurusan Perseroan 
oleh Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan 
perundang-undangan, Komisaris memiliki sejumlah tugas dan tanggung 
jawab antara lain : 
a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam 
melaksanakan pengurusan Bank termasuk pelaksanaan rencana bisnis 
dan realisasinya, ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan perundang-undangan 
yang berlaku; 
b. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi 
serta menandatangani laporan tersebut; 
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c. Memberikan nasehat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan 
dengan pengurusan perusahaan termasuk rencana-rencana strategi 
perusahaan; 
d. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan rencana bisnis yang 
disusun oleh Direksi. 
e. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi 
dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas 
yang telah diputuskan bersama; 
f. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melakukan evaluasi dan 
memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern dan audit eksternal; 
g. Mengikuti perkembangan kegiatan PT Bank Sulsel baik dari informasi 
internal yang disediakan oleh Bank maupun informasi eksternal yang 
berasal dari media maupun sumber lainnya; 
h. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan 
jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dalam mengelola bank; 
i. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain : 
1) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja 
Komisaris dan Direksi tahun 2009 kepada RUPS; 
2) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS dalam hal 
pengangkatan dan pemberhentian Direksi; 
3) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS 
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j. Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang 
bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang meliputi 
antara lain : 
1) Pengaturan etika kerja 
2) Waktu kerja 
3) Pengaturan rapat 
k. Seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai waktu yang cukup 
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 
karena seluruhnya berdomisili di Makassar dan tidak merangkap 
jabatan pada perusahaan lain. 
2. Direksi 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa 
berpegang dan perdoman pada Anggaran Dasar. Tugas-tugas dan tanggung 
jawab Direksi terdiri dari : 
a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank; 
b. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung 
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi; 
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d. Direksi menindaklanjuti termuan audit dan rekomendasi dari satuan 
kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank 
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; 
e. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya; 
f. Direksi juga berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan dan 
berhak melakukan segala tindakan dengan itikad baik dan penuh 
tanggung jawab mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan 
serta mengikat Bank dengan pihak lain dengan pembatasan-pembatasan 
tertentu. 
3. Komite-komite 
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Dewan Komisaris, maka dibentuk : 
a. Komite Audit 
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terdiri dari : 
1) Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
SKAI (umum dan khusus) dengan standar penyusunan laporan audit 
menurut SPFAIB dan Audit Charter; 
2) Melakukan evaluasi dan membandingkan jadwal pelaksanaan audit 
SKAI pada cabang-cabang dan Kantor Pusat denga Program Kerja 
Audit Tahunan (PKAT) yang telah disetujui Direktur utama; 
3) Merekomendasikan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk 
melakukan audit laporan tahunan; 
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4) Melakukan evaluasi atas temuan-temuan audit tahun sebelumnya 
(audit intern dan ekstern) yang belum ditindaklanjuti; 
5) Melakukan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan tahun ini 
(tahun berjalan). 
b. Komite Pemantau Risiko 
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko terdiri dari : 
1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan 
manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 
2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite 
Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 
3) Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pada 
ayat 1 dan 2 di atas kepada Dewan Komisaris; 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris 
sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan 
Komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Komite Remunerasi dan Nominasi 
Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri 
dari : 
1) Terkait bidang remunerasi : 
a) Melakukan kajian terhadap sistem remunerasi Direksi dan 
Komisaris; 
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b) Melakukan kajian terhadap sistem remunerasi pegawai serta 
merekomendasikan usulan-usulan penyempurnaannya kepada 
Komisaris. 
2) Terkait bidang nominasi : 
a) Melakukan kajian terhadap sistem nominasi anggota Direksi 
dan anggota Dewan Komisaris; 
b) Menyusun kriteria dan syarat-syarat calon anggota Direksi dari 
sumber internal dan eksternal serta merekomendasikannya 
kepada Komisaris; 
c) Melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur SDM yang 
baru. 
4. Satuan Kerja 
Untuk membantu tugas Direksi, maka dibentuklah Satuan Kerja yang dibagi 
berdasarkan fungsinya masing-masing. 
a. Satuan Kerja Kepatuhan 
Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari : 
1) Mengelola kebijakan dan permasalahn hukum serta penerapan asas 
kepatuhan; 
2) Pengenalan nasabah dalam rangka mengamankan kegiatan 
operasional. 
b. Satuan Kerja Audit Intern 
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertanggung jawab melakukan 
pemeriksaan secara independen terhadap seluruh unit kerja kantor pusat 
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dan kantor cabang PT Bank Sulsel berdasarkan rencana audit tahunan 
yang telah disetujui oleh Direktur Utama. 
 
4.3.2 Unit Usaha Syariah PT Bank Sulsel  
Dalam rangka membangun dan mengembangkan industri perbankan 
syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan Good Corporate 
Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang 
efektif, yang dimana dalam pelaksanaan GCG tersebut harus memenuhi prinsip 
syariah (Sharia Compliance). 
PT Bank Sulsel Unit Usaha Syariah menjalankan seluruh aktivitas 
perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan 
yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan 
GCG dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka 
penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dalam melakukan 
implementasi GCG, PT Bank Sulsel Unit Usaha Syariah berpedoman pada 
Peraturan Bank Indonesia  Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tetang Pelaksanaan Good 
Corporate Governance bagi Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada PT Bank Sulsel 
Unit Usaha Syariah terdiri dari : 
1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman 
operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. 
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2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan 
fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 
untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya. 
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 
mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. 
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 
Bank dalam rangka pelaksnaan tugasnya. 
 
4.4 Gambaran Umum Kegiatan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 
Selatan 
PT Bank Sulsel dalam aktivitas operasionalnya menjalankan usaha-usaha 
dalam bidang perbankan dengan menyediakan produk dan layanan sebagai 
berikut: 
 
4.4.1 Produk dan Layanan PT Bank Sulsel (Konvensional) 
PT Bank Sulsel memberikan layanan dan produk yang terdiri dari : 
1. Penghimpunan dana yang berasal dari simpana masyarakat dan pemerintah 
daerah berupa : 
a. Giro 
b. Deposito 
c. Tabungan 
1) Tabungan Simpeda 
2) Tabungan Tapemda 
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3) Tabungan Haji 
2. Penggunaan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat 
dengan berbagai jenis dan sektor ekonomi yang terdiri dari : 
a. Kredit yang diberikan, dalam bentuk : 
1) Kredit Investasi Biasa (KIB) 
2) Kredit Modal Kerja (KMK) 
3) Kredit Umum Lainnya (KUL) 
4) Pundi Usaha Rakyat (PUR) 
b. Sektor ekonomi, dalam bidang : 
1) Pertanian 
2) Industri 
3) Konstruksi 
4) Perdagangan 
5) Jasa 
3. Jasa-jasa yang dijalankan berupa : 
a. Kiriman uang 
b. Inkasso 
c. Jaminan bank 
d. Pembayaran rekening telepon, PAM, listrik, pajak, dalan lain-lain. 
e. Pembayaran gaji/pensiunan 
f. Bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 
g. SMS banking 
 
78 
 
 
 
 
4.4.2 Produk dan Layanan Unit Usaha Syariah PT Bank Sulsel  
PT Bank Sulsel Unit Usaha Syariah memberikan layanan dan produk 
berupa : 
1. Produk penghimpunan dana (funding), dalam bentuk : 
a. Tabungan Syariah 
b. Tabungan Syariah Hatam 
c. Deposito Syariah Mudharabah 
d. Giro Syariah Wadiah 
2. Produk penyaluran dana (financing) 
a. Pembiayaan Oto Berkah 
b. Pembiayaan Graha Berkah 
c. Pembiayaan Modal Kerja 
d. Pembiayaan Investasi 
3. Jasa-jasa yang dijalankan berupa : 
a. Kiriman uang (wakalah) 
b. Jaminan bank (kafalah) 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
5.1  Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Fiskal 
5.1.1  Laporan Keuangan Perusahaan 
Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan 
keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan 
Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2010. 
PT Bank Sulsel 
Laporan Laba/Rugi 
Periode 1 Januari 2010 – 31 Desember 2010 
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
1. Pendapatan Bunga 926,038 
a. Rupiah 926,038 
b. Valuta Asing - 
2. Beban Bunga 306,376 
a. Rupiah 306,376 
b. Valuta Asing - 
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 619,662 
Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga  
1. Pendapatan Operasional selain Bunga 76,872 
a. Peningkatan Nilai Wajar Asset Selain Keuangan (mark 
to market) 
- 
b. Penurunan Nilai Wajar Kewajiban Keuangan - 
c. Keuntungan Penjualan Asset Keuangan - 
d. Keuntungan Transaksi Spot dan Derifatif - 
e. Deviden, Keuntungan Dari Penyertaan Dengan Equity 
Method, Komisi/ Rovisi/ Fee dan Administrasi 
 
33,651 
f. Koreksi Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, 
Penyisihan Penghapusan Asset Non Produktif, dan 
Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening 
Administratif 
 
 
13,149 
g. Pendapatan Lainnya 30,072 
2. Beban Operasional Selain Bunga 351,662 
a. Penurunan Nilai Asset Keuangan - 
b. Peningkatan Nilai wajar Kewajiban Keuangan - 
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c. Kerugian Penjualan Asset Keuangan - 
d. Kerugian Transaksi Spot dan Derivatif - 
e. Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan - 
- Surat Berharga - 
- Kredit 25,453 
- Pembiayaan Syariah - 
- Asset Keuangan Lainnya 1,083 
f. Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening 
Administratif 
- 
g. Penyisihan Kerugian Resiko Operasional - 
h. Kerugian Terkait Resiko Operasional - 
i. Kerugian dari Penyertaan dengan Equity Method, 
Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi 
 
- 
j. Kerugian Penurunan Nilai Asset Lainnya (Non 
Keuangan) 
- 
k. Penyisihan Penghapusan Asset Non Produktif - 
l. Beban Tenaga Kerja 188,384 
m. Beban Promosi 9,860 
n. Beban Lainnya 126,882 
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (274,790) 
Laba (Rugi) Operasional 344,872 
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
1. Keuntungan (Kerugian) Penjualan Asset Tetap dan 
Inventaris 
1,448 
2. Keuntungan (Kerugian) Penjabaran Transaksi Valuta Asing - 
3. Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya (8,244) 
Laba (Rugi) Non Operasional 6,795 
Laba(Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak 338,078 
1. Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat - 
2. Pajak Penghasilan 99,424 
a. Taksiran Pajak Tahun Berjalan - 
b. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan 238,654 
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih - 
Laba (Rugi) Kepentingan Minoritas - 
Laba (Rugi) Setelah Kepentingan Minoritas - 
Laba Bersih Per Saham *) - 
*) khusus bank yang telah go public 
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PT Bank Sulsel 
NERACA 
Per 31Desember 2010 
ASSET  
1. Kas 278,798 
2. Penempatan pada Bank Indonesia 460,653 
3. Penempatan pada Bank Lain 847,157 
4. Tagihan Spot dan Derivatif - 
5. Surat Berharga 45,969 
a. Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba/Rugi - 
b. Tersedia untuk Dijual  - 
c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo 45,969 
d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang - 
6. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali 
(repo) 
- 
7. Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji 
Dijual Kembali (Reserve Repo) 
 
- 
8. Tagihan Akseptasi - 
9. Kredit 4,371,300 
a. Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba/Rugi - 
b. Tersedia Untuk Dijual - 
c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - 
d. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang 4,371,300 
10. Pembiayaan Syariah - 
11. Penyertaan 70 
12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Keuangan 126,505 
a. Surat Berharga - 
b. Kredit 125,889 
c. Lainnya 616 
13. Asset Tidak Berwujud 7,800 
Akumulasi Asset Tidak Berwujud 5,382 
14. Asset Tetap dan Inventaris 184,907 
Akumulasi Penyusutan Asset Tetap dan Inventaris 92,374 
15. Property Terbengkalai - 
16. Asset yang Diambil Alih 616 
17. Rekening Tunda - 
18. Asset Antar Kantor - 
a. Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia - 
b. Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia - 
19. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Asset Lainnya - 
20. Penyisihan Penghapusan Asset Non Produktif - 
21. Sewa Pembiayaan - 
22. Asset Pajak Tangguhan 10,338 
23. Rupa-rupa Asset 278,583 
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TOTAL ASSET 6,261,930 
KEWAJIBAN DAN MODAL  
1. Giro 1,699,255 
2. Tabungan 954,453 
3. Simpanan Berjangka 1,319,558 
4. Dana Investasi Revenue Sharing - 
5. Kewajiban Kepada Bank Indonesia 2,374 
6. Kewajiban Kepada Bank Lain 803,542 
7. Kewajiban Spot dan Derivatif - 
8. Kewajiban Atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji 
Dibeli Kembali (Repo) 
 
- 
9. Kewajiban Akseptasi - 
10. Surat Berharga yang Diterbitkan - 
11. Pinjaman yang Diterima 156,634 
12. Setoran Jaminan 827 
13. Kewajiban Antar Kantor - 
a. Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia - 
b. Melakukan Kegiatan Operasional Diluar Indonesia - 
14. Kewajiban Pajak Tangguhan - 
15. Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening 
Administratif 
3,459 
16. Rupa-rupa Kewajiban 486,338 
17. Dana Investasi Profit Sharing - 
18. Kepentingan Minoritas (Minority Interest) - 
19. Modal Pinjaman - 
20. Modal Disetor 468,061 
a. Modal Dasar 1,600,000 
b. Modal yang Belum Disetor 1,131,939 
c. Saham yang Dibeli Kembali (Treasury Stock) - 
21. Tambahan Modal Disetor 245 
a. Agio - 
b. Disagio - 
c. Modal Sumbangan 244 
d. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan - 
e. Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lainnya - 
f. Lainnya - 
g. Dana Setoran Modal 1 
22. Selisih Penilaian Kembali Asset Tetap - 
23. Selisih Kuasi Reorganisasi - 
24. Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali - 
25. Cadangan 150,836 
a. Cadangan Umum 138,717 
b. Cadangan Tujuan 12,119 
26. Laba/Rugi 216,348 
a. Tahun-tahun Lalu (22,306) 
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b. Tahun Berjalan 238,654 
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 6,261,930 
 
5.1.2  Laporan Keuangan Fiskal 
Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang 
dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar 
penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung 
besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu 
dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik 
sebagai penghasilan maupun sebagai beban. 
Pada PT Bank Sulsel, ditemukan beberapa perbedaan waktu dan 
perbedaan tetap, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik koreksi fiskal positif 
maupun koreksi fiskal negatif. Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan 
juga harus menyajikan pajak kini (current tax) dan alokasi pajak tangguhan 
(deffered taxi). 
Berikut disajikan rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) 
pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan 
kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2010. 
a. Rekonsiliasi Fiskal 
 
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak 337,902,028,582 
Perbedaan Temporer:  
Imbalan Pasca Kerja 596,352,190 
Beban CSR 4,941,694,000 
Beban Bonus 24,000,000,000 
Penyisihan Asset Produktif dan Asset Non Produktif Selain 
Kredit dan Pembiayaan Syariah  
 
(11,063,751,266) 
Jumlah Perbedaan Temporer 18,474,294,924 
Perbedaan Permanen  
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Gaji, Tunjangan, Upah dan Honorarium 1,899,629,262 
Kesejahteraan Jasa Produksi 12,150,000,000 
Perawatan KEsehatan 333,646,287 
Tenaga Kerja Lainnya 2,719,643,062 
Sewa Rumah Dinas 99,150,000 
Pajak-pajak 429,206,514 
Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas 155,504,400 
Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot dan Perlengkapan 
Rumah Dinas 
 
58,793,780 
Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Kantor 187,391,822 
Promosi 9,583,398,894 
Penyusutan Rumah Dinas 215,368,014 
Penyusutan Kendaraan dinas 767,360,249 
Penyusutan Perabot dan Perlengkapan Rumah Dinas 151,491,361 
Listrik dan Air di Rumha Dinas 187,864,364 
Komunikasi Kantor 161,873,297 
Komunikasi Rumah Dinas 91,534,321 
Perjalanan Dinas 59,273,857 
Olahraga dan Seni 669,557,750 
Iuran Asosiasi dan Media Massa 2,399,319,799 
Bahan Bakar 371,442,995 
Perlengkapan Rumah Dinas 44,707,535 
Alat-alat Kebutuhan Rumah Dinas 35,599,600 
Denda dan Sanksi 414,865,937 
Representasi Direksi 538,219,000 
Sumbangan 3,234,066,467 
Biaya non Operasi 4,384,534,380 
Pendapatan Deviden (5,019,885) 
Pendapatan Sewa 20,000,000 
Jumlah Perbedaan Permanen 41,318,423,061 
Jumlah Koreksi Fiskal  59,792,717,985 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 397,694,746,568 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan) 397,694,746,000 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 
25% X 397,694,746,000 
 
99,423,686,500 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan 99,423,686,500 
Pajak Dibayar di Muka  
PPh Pasal 25 85,799,060,983 
Jumlah 85,799,060,983 
Jumlah Taksiran PPh Badan Kurang Bayar 13,624,625,517 
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b. Beban Pajak 
Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer 
antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan 
dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban. 
 Penghasilan (Beban) Pajak terdiri atas: 
Pajak Kini (99,423,686,500) 
Pajak Tangguhan 4,618,573,731 
Jumlah (94,805,112,769) 
 
c. Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan 
Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan: 
Saldo Awal 5,719,319,855 
Imbalan Pasca Kerja 149,088,048 
Beban CSR 1,235,423,500 
Beban Bonus 6,000,000,000 
Penyisihan Asset Produktif dan Asset Non Produktif 
selain Kredit dan Pembiayaan Syariah 
 
(2,765,937,816) 
Saldo Asset (Kewajiban) Pajak Tangguhan 10,337,893,586 
 
5.2  Kebijakan Perpajakan Perusahaan 
Dari hasil pengumpulan data di PT Bank Sulsel, penulis melihat terdapat 
beberapa kebijakan yang dilaksanakan perusahaan dalam upaya implementasi tax 
planning, antara lain: 
1. Dalam menjalankan usahanya PT Bank Sulsel mempunyai 30 cabang 
yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Sulsel dan satu cabang di 
Jakarta. Namun, dari segi hukum seluruh cabang tersebut berada 
dalam satu kesatuan hukum (one legal entity); 
2. Pada dasarnya setiap cabang menyelenggarakan pembukuan namun 
hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas 
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untuk membuat laporan konsolidasi, karena PPh badan ditanggung 
oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya bertugas untuk 
mengurus administrasi kepegawaian, penggajian dan pengurusan 
administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21; 
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan 
dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji 
karyawan; 
4. Perusahaan menggunakan sewa guna usaha disamping pembelian 
langsung terhadap aktiva tetap; 
5. Perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan Laporan Keuangan per 
triwulan.  
 
5.3  Motivasi Tax Planning 
Secara umum manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning 
adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (after tax return), sebab hasil 
tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan 
operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara 
cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi tax planning 
diantaranya adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak dan celah-celah 
perpajakan. 
Implementasi tax planning pada PT Bank Sulsel merupakan salah satu 
bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan 
kinerja perusahaan. Sejalan dengan dinamika era globalisasi dengan diwarnai 
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dengan persaingan, adalah sangat rasional untuk mengelola kewajiban perpajakan 
sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk 
sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi 
sumber daya perusahaan kea rah yang lebih produktif dan efisien, sehingga 
minimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu 
dengan bekerja secara benar (doing things right) dan mengerjakan yang 
seharusnya (doing the right things) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi 
kerja secara cermat. 
 
5.4  Implementasi Tax Planning 
Dari data yang di dapat dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan 
sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 
337.902.028.582,00, sementara dalam laba sebelum pajak setelah koreksi fiskal 
didapatkan jumlah laba sebesar Rp 397.694.746.568,00. Jadi koreksi fiskal 
sebesar Rp 59.616.746.568,00. 
Dalam mengimplementasikan tax planning manajer terlebih dahulu 
harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada 
metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan 
perusahaan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun implementasi tax 
planning dapat dilakukan dengan cara yang diantaranya adalah: 
1. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang 
tidak diperkenankan sebagai pengurang 
a. Biaya makan/minum 
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Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun 
tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan 
makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan 
bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 
21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk 
natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini 
tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.  
Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 
No. 36 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura 
atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. 
Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun 
bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (deductible 
expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi 
PPh Badan yang terutang. 
Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan 
pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan 
berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan 
karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian 
makan bersama karena dengan memberikan makan bersama 
bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, sedangkan apabila 
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diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan 
tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. 
Di PT Bank Sulsel sendiri tunjangan makan diberikan dalam 
bentuk uang dan dimasukkan dalam gaji karyawan, yang sesuai 
dengan wawancara dengan karyawan uang makan dan minun 
yang dialokasikan adalah Rp 25.000,00 per orang per hari dengan 
total karyawan tetap adalah 979 orang. Jadi untuk satu tahun 
perusahaan mengeluarkan tunjangan makan dan minum dalam 
bentuk uang sebesar Rp 8.811.000.000,00. Jumlah ini oleh 
perusahaan bisa dicatat sebagai beban dan oleh karyawan 
merupakan tambahan penghasilan dan masuk dalam penghasilan 
kena pajak. 
Berbeda ketika perusahaan mengalihkan tunjangan makan 
tersebut menjadi natura (berupa uang makan dan minum bersama 
di kantor). Perlakuannya bagi perusahaan tetap bisa dijadikan 
sebagai beban, tapi ini lebih menguntungkan karyawan karena 
tidak menjadi penghasilan kena pajak. 
b. Pengobatan/kesehatan karyawan 
Perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan 
bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Dengan 
demikian karyawan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak 
diterima dalam bentuk tunai. Maka menurut keputusan Dirjen 
Keuangan Nomor: KEP – 281/JP/1998 Tentang Objek Pajak 
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Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan bagi yang bersangkutan 
penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan 
sendirinya, menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) 
huruf e, pembayaran kenikmatan tersebut tidak dapat 
dikurangkan sebagai biaya. 
Sebagai alternative perusahaan dapat mengikutkan karyawannya 
pada asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke 
perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) 
huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan 
menurut keputuran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 
281/PJ/1998 tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 
pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila 
ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi menurut 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 281/PJ/1998 
tentang Objek Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikecualikan, 
penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan 
demikian, perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak 
memotong pajak penghasilan karyawan. 
c. Biaya perjalanan dinas 
Biaya perjalanan dinas biasanya terdiri dari tiga komponen yaitu 
biaya transportasi, akomodasi dan uang saku. 
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1) Biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai 
transportasi sampai ketempat tujuan, dapat diberikan dalam 
bentuk tiket atau tunai; 
2) Akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan 
selama perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai 
atau voucher hotel yang sudah dibooking di lokasi serta 
pengeluaran untuk biaya hidup selama perjalanan dinas, 
seperti makan, laundry dan sebagainya. 
3) Uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi 
karyawan selama perjalanan dinas. 
Menurut Indonesian Tax Consulting ada dua kebijakan dalam 
biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara lumpsum atau 
reinbursment. Kedua kebijakan tersebut sama-sam deductable-
taxable tetapi jumlahnya sangat berbeda. Lumpsum semua biaya 
menjadi taxable, sedangkan reinbursment hanya uang saku saja 
yang taxable, tapi dengan syarat: 
1)  Tidak ada mark up dan atau mark down; 
2) Bukti asli diserahkan kepada karyawan; 
3) Usahakan atas nama perusahaan, jika tidak bisa dapat 
menggunakan metode qq. Misalnya Bpk. Andi Ampa qq PT 
Bank Sulsel. Persyaratan tersebut memang tidak diatur dalam 
ketentuan perpajakan yang ada, namun syarat tersebut 
merupakan konsekuensi logis dari reinbursment yang hanya 
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merupakan pengeluaran lebih dahulu untuk kemudian 
dimintakan ganti. 
Dari hasil wawancara dengan karyawan bagian asuransi PT Bank 
Sulsel di dapat informasi bahwa pemberian uang perjalanan dinas 
dilakukan secara lumpsum sehingga biaya perjalanan dinas 
karyawan sebesar Rp 59.273.857,00 menjadi taxable. Apabila 
diberikan secara reinbursment maka yang jadi taxable hanya 
sebesar Rp 19.757.952,00. 
Dengan demikian, walaupun biaya yang dikeluarkan perusahaan 
tetap tapi bagi karyawan beban pajaknya jadi berkurang. 
d. Biaya pendidikan, pelatihan dan seminar bagi karyawan 
Seringkali dalam praktek karyawan diberikan biaya transport, 
akomodasi dan uang saku. Biaya tersebut sama perlakuannya 
dengan biaya perjalanan dinas. Tapi ketika pendidikan/pelatihan 
dilakukan secara inhouse maka honor instruktur merupakan 
objek PPh 21/23, jika terbuka untuk umum perlakuannya 
berbeda. Jika inhouse maka honor instruktur merupakan objek 
PPh 21/23, jika terbuka untuk umum bukan objek PPh 21/23. 
Dengan pendidikan/pelatihan bagi karyawan, selain memperoleh 
manfaat pada tahun berjalan berupa penuruna  hutang pajak, PT 
Bank Sulsel juga akan memperoleh manfaat peningkatan 
keahlian karyawan untuk masa yang akan datang. 
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e. Sumbangan 
Dalam menjalankan perusahaan, amnajemen biasanya 
memberikan sumbangan. Ada beberapa jenis sumbangan yang 
oleh perusahaan bias dibebankan secara fiskal yaitu sumbangan 
dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan 
dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 
Indonesia yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah, 
sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya 
diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka 
pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan 
pemerintah. 
Dari data yang diperoleh, terdapat sumbangan yang dikoreksi 
tidak dapat dibebankan oleh prusahaan sebesar Rp 
3.234.066.467,00. Dengan angka tersebut perusahaan dapat 
memilih jenis sumbangan yang dapat dibebankan secara fiskal. 
f. Promosi 
Dalam menjaga eksistensi perusahaan tidak bisa terlepas dari 
promosi. Bahkan promosi bisa menjadi kunci sukses sebuah 
perusahaan. Namun terkait dengan biaya promosi ini, perusahaan 
harus jeli memilih promosi-promosi apa saja yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga beban 
pajak dapat diminimalisir. 
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Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat 
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto meliputi: biaya periklanan 
di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; biaya 
pameran produk; biaya pengenalan produk; dan/atau biaya 
sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. 
Tetapi untuk pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, 
dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang 
tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan 
promosi serta biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan 
yang telah dikenai pajak bersifat final tidak boleh diperkurangkan 
dari penghasilan bruto. 
Demikian, perusahaan harusnya memilih jenis-jenis promosi 
yang bisa diperkurangkan dengan penghasilan bruto sehingga 
promosi tetap jalan tapi pajak yang harus ditanggung dapat 
diminimalisir. 
2. Pemilihan metode akuntansi (Penyusutan) 
Ada dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam UU 
Perpajakan, yaitu metode garis lurus (straight linc) dan metode saldo 
menurun (double declining). Dan perusahaan pada saat ini 
menggunakan metode penyusutan garis lurus. 
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Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang 
diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu 
dalam penyusuan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu 
melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. 
Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai 
kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan 
masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya 
perbedaan kepentingan. Namun demikian, apabila yang menjadi 
dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan 
berbeda kalau dinilai secara future value. Mana yang dipilih dari 
kedua metode penyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan 
kebijakan perusahaan dapat bertentangan. Di satu pihak diinginkan 
laba yang tinggi tetapi di pihak lain dengan adanya laba tinggi itu 
maka PPh juga menjadi tinggi. 
Dari uraian di atas maka akan didapatkan rekonsiliasi fiskal seperti 
dibawah ini: 
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak 337,902,028,582 
Perbedaan Temporer:  
Imbalan Pasca Kerja 596,352,190 
Beban CSR 4,941,694,000 
Beban Bonus 24,000,000,000 
Penyisihan Asset Produktif dan Asset Non Produktif 
Selain Kredit dan Pembiayaan Syariah  
 
(11,063,751,266) 
Jumlah Perbedaan Temporer 18,474,294,924 
Perbedaan Permanen  
Gaji, Tunjangan, Upah dan Honorarium 1,899,629,262 
Kesejahteraan Jasa Produksi 12,150,000,000 
Tenaga Kerja Lainnya 2,719,643,062 
Sewa Rumah Dinas 99,150,000 
Pajak-pajak 429,206,514 
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Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas 155,504,400 
Pemeliharaan dan Perbaikan Perabot dan Perlengkapan 
Rumah Dinas 
 
58,793,780 
Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Kantor 187,391,822 
Promosi 9,583,398,894 
Penyusutan Rumah Dinas 215,368,014 
Penyusutan Kendaraan dinas 767,360,249 
Penyusutan Perabot dan Perlengkapan Rumah Dinas 151,491,361 
Listrik dan Air di Rumha Dinas 187,864,364 
Komunikasi Kantor 161,873,297 
Komunikasi Rumah Dinas 91,534,321 
Olahraga dan Seni 669,557,750 
Iuran Asosiasi dan Media Massa 2,399,319,799 
Bahan Bakar 371,442,995 
Perlengkapan Rumah Dinas 44,707,535 
Alat-alat Kebutuhan Rumah Dinas 35,599,600 
Denda dan Sanksi 414,865,937 
Representasi Direksi 538,219,000 
Sumbangan 3,234,066,467 
Biaya non Operasi 4,384,534,380 
Pendapatan Deviden (5,019,885) 
Pendapatan Sewa 20,000,000 
Jumlah Perbedaan Permanen 37,691,436,450 
Jumlah Koreksi Fiskal  56,165,731,374 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 394,067,759,956 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan) 394,067,759,000 
Taksiran Penghasilan Kena Pajak 
25% X 397,694,746,000 
 
98,516,940,000 
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan 98,516,940,000 
Pajak Dibayar di Muka 85,799,060,983 
PPh Pasal 25 85,799,060,983 
Jumlah 85,799,060,983 
Jumlah Taksiran PPh Badan Kurang Bayar 12,717,879,017 
 
Beban Pajak 
Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer 
antara jumlah tercatat asset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan 
dasar pengenaan pajak asset dan kewajiban. 
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Penghasilan (Beban) Pajak terdiri atas: 
Pajak Kini (98,516,940,000) 
Pajak Tangguhan 4,618,573,731 
Jumlah (93,898,366,269) 
Sebelum dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah: 
Laba Bersih Komersial 338,078,000,000 
Pajak Penghasilan 99,423,686,500 
Laba Setelah Pajak 238,654,313,500 
Sebelum dilakukan tax planning, laba bersih setelah pajak adalah: 
Laba Bersih Komersial 338,078,000,000 
Pajak Penghasilan 98,516,940,000 
Laba Setelah Pajak 239,561,060,000 
Dalam penerapan tax planning bagi perusahaan adalah berkurangnya 
jumlah koreksi fiskal positif perusahaan. Bila pada sebelum tax planning terdapat 
koreksi positif sebesar Rp 59.792.717.985,00, maka setelah tax planning koreksi 
fiskal positif menjadi hanya Rp 56.165.731.374,00. 
Jumlah PPh terutang juga berkurang jika pada sebelum tax planning 
jumlah PPh terutang perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 
99.423.686.500,00, maka setelah dilakukan tax planning jumlah PPh terutang 
perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 98.516.940.000,00. 
Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila Wajib Pajak menerapkan tax 
planning secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga 
dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat bagi kepentingan 
perusahaan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
 
6.1  Kesimpulan 
Penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT Bank Sulsel untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi 
perusahaan terdapat perbedaan konsep antara laporan antara 
laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal dalam 
menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan terutang, konsep 
yang dipakai berdasarkan pada Undang-undang Perpajakan, maka 
perlu diadakan koreksi fiskal. 
2. Adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal sebelum dan sesudah tax 
planning sebesar Rp 3.626.986.611,00 dikarenakan adanya koreksi 
yang dilakukan untuk upaya tax planning, tepatnya pada biaya 
perawatan kesehatan dimana setelah tax planning dipilih alternative 
dengan mengikutkan karyawan pada perusahaan asuransi. Selain 
itu, ada juga koreksi pada biaya perjalanan dinas sebesar Rp 
59.273.857,00 dan sumbangan sebesar Rp 3.234.066.467,00 
dengan alternative yang dipilih adalah dengan memberikan 
sumbangan melalui lembaga-lembaga yang telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah sehingga semua sumbangan yang 
dikeluarkan dapat dibiayakan. 
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3. Dalam menerapkan tax planning harus pula diperhatikan segi pajak 
dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, tax planning dikatakan 
berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih 
kecil setelah diterapkannya tax planning tersebut, dan dari segi 
akuntansi laba setelah pajaknya tidak menjadi lebih kecil. 
4. Penerapan tax planning pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan 
berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (tax 
saving) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi 
peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00. 
5. Selain berhasil menghemat pajak juga dalam penerapan tax 
planning di PT Bank Sulsel juga dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan dengan mengalihkan tax saving yang diperoleh pada 
program pelatihan, pendidikan karyawan yang akan berdampak 
pada peningkatan kemampuan karyawan di masa yang akan datang.  
 
6.2  Saran 
Dari hasil yang didapat tersebut, disarankan agar penerapan tax 
planning pada PT Bank Sulsel dilaksanakan, karena adanya keuntungan yang 
diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (tax saving) dan 
peningkatan laba komersial serta diharapkan pada peningkatan kinerja perusahaan 
pada masa yang akan datang. 
Dan yang paling penting perusahaan harus senantiasa mengikuti 
perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang 
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perpajakan. Sehingga tidak kesalahan menghitung pajak perusahaan dapat 
dikurangi bahkan tidak ada. 
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